






A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan sebagai gerbang pembentukan keluarga yang sakinah 
diharapkan akan menjadi awal terbentuknya umat Islam yang terbaik. Oleh 
karenanya pelaksanaan perkawinan hendaknya memenuhi syarat dan rukun 
perkawinan sebagai mana ditentukan oleh syariat dan diperkuat oleh hukum 
positif yang berlaku. Keberadaan wali nikah sebagai salah satu rukun 
perkawinan turut andil dalam tercapainya pernikahan yang sah. Penentuan 
wali nikah dengan menelisik riwayat perkawinan orang tua menjadi sangat 
penting karena perkawinan orang tua menjadi sebab adanya hak menjadi wali 
nikah. Pada praktiknya, terdapat tarik menarik antara hukum positif (KHI) 
dan fiqh munakahat sehingga penentuan wali nikah tidaklah selalu mudah.  
Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pencatat nikah bagi 
kaum muslimin di Indonesia senantiasa berpegang pada peraturan perundang-
undangan yang mengatur proses pencatatan nikah. Pada praktiknya, 
penentuan wali nikah yang melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak 
selalu sama pada semua KUA. Pada kasus orang tua calon mempelai putri 
adalah non muslim, ada 2 kemungkinan yang terjadi: 
1. Pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim. 
2. Pernikahan  dilaksanakan dengan wali nasab terdekat setelah urutan ayah 




Dari data 3 tahun  (2015-2017) di 3 KUA Kecamatan di Kabupaten 
Boyolali, Yakni KUA Kecamatan Kota Boyolali, KUA Kecamatan Selo dan 
KUA Kecamatan Karanggede, ditemukan data sebagai berikut: 
Jumlah Pernikahan dengan orang tua mempelai putri non muslim: 










1 Selo  4 - 5 9 
2 Boyolali 1 7 27 35 
3 Karanggede 1 1 6 8 
 
Dari jumlah tersebut terdapat 2 data berbeda dalam penentuan wali pada 
pelaksanaan nikah, yakni: 
Tabel 2: Penentuan wali nikah dengan orang tua non muslim 
 
Pemeriksaan pra nikah di Kantor Urusan Agama dilakukan dengan 
memeriksa dokumen yang disertakan pada berkas pendaftaran, meliputi surat 
pengantar untuk nikah dari Desa atau Kelurahan, Photo Copy Identitas berupa 
Akta Kelahiran, KTP dan KK, serta dokumen pelengkap bila ada Photo Copy 
Ijazah dan buku nikah orang tua. Dari masing-masing dokumen akan didapati 
No Kecamatan Wali Hakim Wali Nasab 
1 Selo  4 5 
2 Boyolali 26 9 




keterangan sebagai penguat pengakuan calon mempelai. Form N2 dan N4 
pada surat pengantar nikah, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang menjadi 
dasar keterangan adanya hubungan nasab anak dan orang tua, namun pada 
kenyataannya tidak semua dokumen tertulis sesuai kenyataan. Pengangkatan 
anak yang masih banyak terjadi di masyarakat tidak diikuti dengan 
pembuatan dokumen yang seharusnya, sehingga dalam dokumen yang ada 
tertulis sebagai anak kandung. Pernikahan orang tua sebagai dasar adanya 
hubungan orang tua dengan anaknya-pun kadang kala tidak dapat dibuktikan 
dengan buku nikah atau akta perkawinan.  
KTP dan KK juga menjadi salah satu dasar apakah seseorang berhak 
menjadi wali nikah bagi anaknya atau tidak. Bila didapati dalam dokumen 
orang tua tidak beragama Islam, maka harus diteliti apakah hal itu hanya 
kesalahan administrative atau apakah mereka benar-benar non muslim. Proses 
pemeriksaan seharusnya tidak hanya berhenti pada apa yang tertulis pada 
dokumen, tetapi harus lebih mendalam hingga bagaimana proses pernikahan 
orang tua dan proses perubahan agama pada orang tuanya. 
Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa yang 
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 
hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Perbedaan agama otomatis 
menjadi penghalang seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak 
perempuannya yang beragama Islam. Dalam KHI tidak ada perincian apakah 
non muslim-nya orang tua terjadi sejak awal atau terjadi perubahan agama 




Perbedaan agama tidak disebutkan sebagai sebab beralihnya perwalian 
kepada wali nasab selanjutnya. Hal inilah yang menyebabkan sebagian 
penghulu menetapkan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai 
perempuan yang ayahnya non muslim.  
Sebagian penghulu berpendapat bahwa apabila pernikahan orang 
tuanya adalah pernikahan yang sah menurut agama dan tercatat menurut 
hukum Negara, maka nasab mempelai putri tersambung kepada ayah dan 
kerabat ayahnya, sehingga apabila sang ayah terhalang menjadi wali nikah 
karena perbedaan agama, maka hak wali nikah beralih kepada wali nasab 
yang lebih jauh. 
Riddah (Murtad) adalah proses keluarnya seorang Muslim dari 
Agama Islam, yang merupakan satu peristiwa besar dalam kehidupan seorang 
muslim, pilihan untuk ber-islam atau tidak menjadi penentu akan diterima 
atau ditolaknya amal perbuatan kelak di akherat. 
َتغ   ْنُه َوُهَو ِف  ٱْل  َوَمن يَ ب ْ ْسلََٰم  د يًنا فَ َلن يُ ْقَبَل م  َرة  م َن َغْْيَ ٱْْل  خ 
ر ينَ   ٱْلََٰس 
 
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 
orang-orang yang rugi (QS. Ali Imran:85)1 
 
Ditegaskan pula dalam Surah an Nahl:106; 
 
 
1 Al Jamil, Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, terjemah Inggris (Kota Bekasi: 




 ن  ُمْطَمئ   ۥَوقَ ْلُبهُ  ُأْكر هَ  َمنْ  إ ّله  ۦٓإ يََٰن ه   بَ ْعد   َمن َكَفَر ب ٱَّلله  م ن
يََٰن   مْ َولَُ  ٱَّلله   م  نَ  َغَضب   فَ َعَلْيه مْ  َصْدرًا ب ٱْلُكْفر   َشرَحَ  مهن َولََٰك ن ب ٱْْل 
 َعظ يم   َعَذاب  
 
Barangsiapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 
melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah 
menimpanya dan baginya azab yang besar (QS. an Nahl: 106)2 
 
ثَ َنا  ثَ َنا اْلَفْضل   ْبنُ  ُُمَمهدُ  ان  الن ُّْعمَ  أَبُو َحده  َعنْ  َزْيد   ْبنُ  ادُ َحه  َحده
َ   َقالَ   ع ْكر َمةَ   َعنْ   أَيُّوبَ  يَ   َعل ي    ُأت   فََأْحَرقَ ُهمْ   ة  د قَ نَ ب زَ   َعْنهُ   اَّللهُ   َرض 
 اَّلله   َرُسول   ل نَ ْهي   أُْحر قْ ُهمْ  لَْ  َأنَ  ُكْنتُ   َلوْ  فَ َقالَ  َعبهاس   اْبنَ  َذل كَ  فَ بَ َلغَ 
 َرُسول   ل َقْول   َوَلَقتَ ْلتُ ُهمْ  اَّلله   ب َعَذاب   واَعذ  بُ تُ  َّل  َوَسلهمَ  َعَلْيه   اَّللهُ  َصلهى
 َفاقْ تُ ُلوهُ  د يَنهُ  َبدهلَ  َمنْ  لهمَ َوسَ  ه  َعَليْ  اَّللهُ  َصلهى اَّلله  
“Telah meriwayatkan kepada kami, Abu Nu’man Mohammad bin al-Fadl; 
telah meriwayatkan kepada kami Hammaad bin Zaid dari Ayyub, dari 
‘Ikrimah, bahwasanya ia berkata, “Ali bin Abi Thalib diserahi orang-orang 
zindiq, lalu ia membakar mereka.  Hal ini disampaikan kepada Ibnu ‘Abbas.  
Ia pun berkata, “Jika saya, saya tidak akan membakar mereka, berdasarkan 
larangan Rasulullah saw, “Janganlah kalian menghukum dengan hukuman 
Allah; dan aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah, 
“Siapa saja mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.[HR. Imam Bukhari]3 
 
 
2 Al Jamil, Al-Qur’an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, terjemah Inggris (Kota Bekasi: 
Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 279. 
3 Imam Bukhori, Shohih al Bukhori, Hadits No. 6411 (Mesir: Dar al Hadits, tt),  Hlm. 458. 
Tercantum juga dalam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al Asqolany, Fath al Bari Syarh Shohih al 
Bukhori, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2003), hlm. 618. (Online) 




، َيْشَهُد َأْن َّل إ َلَه إ ّله  َوَأّن   َرُسوُل َّل َيَ لُّ َدُم اْمر ئ  ُمْسل م   ُ  اَّلله
ار ُق 
َ
َوامل  ، الزهاّن  َوالث هي  ُب   ، لن هْفس  ِب  الن هْفُس   : َثاَلث  ِب  ْحَدى  إ ّله  اَّلله ، 
 م َن الد  ين  التهار ُك ل ْلَجَماَعة  
”Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi laa ilaaha illallah dan 
bahwa aku utusan Allah, kecuali karena tiga hal: nyawa dibalas nyawa, 
orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan 
agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (HR. Bukhari 
6878, Muslim 1676, Nasa’i 4016, dan yang lainnya).4 
 
Sebagian orang memahami bahwa murtad menyebabkan seseorang 
halal darahnya, namun menurut A. Singgih Basuki, bukan pindah agama an 
sich  yang membuatnya harus diperangi, tetapi karena kepindahan agama 
yang disertai dengan pengrusakan, fitnah dan pembangkangan terhadap 
Negara.5 
Namun dalam kenyataannya, murtad menjadi hal biasa dalam 
kehidupan beragama sebagian masyarakat di Indonesia. Hukum positif 
tidaklah memandang riddah sebagai suatu peristiwa besar sehingga tidak 
banyak aturan atas implikasi yang timbul dari proses riddah. Berbeda dengan 
hukum fiqh yang memandang riddah sebagai sebab timbulnya banyak 
masalah hukum yang perlu diselesaikan. 
Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pernikahan 
adalah ketika salah satu dari pasangan suami istri menyatakan keluar dari 
 
4 Dinukil oleh M. Robith Fuadi Abdullah, Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad, Kajian 
Hadits Tematik, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 28 dari 
Muslim, Sahih Muslim, vol. 11, hlm. 138, Hadith nomor 4329. Tercantum juga pada Suyuthi, al-
Jami’ al-Kabir, Hadits nomor 1627. 
5 A. Singgih Basuki, Kebebasan Beragama dalam Masyarakat, Studi Tentang Pindah 
Agama dan Konsekwensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer, Religi, Vol. IX, No. 1 




agama Islam (murtad). Hal ini banyak terjadi ketika pernikahan diawali 
dengan pasangan yang berbeda agama. Untuk mendapatkan pengakuan 
hukum, maka salah satu pasangan menyatakan masuk ke dalam agama 
pasangannya (muallaf). Pernikahan semacam ini banyak terjadi karena 
Indonesia memang tidak mengenal pernikahan antar agama. Setelah 
pernikahan dilaksanakan dan secara hukum tercatat maka sang muallaf 
kembali ke agama asalnya. Perilaku murtad semacam ini tidaklah 
berpengaruh pada pernikahan bila tidak ada pihak yang merasa keberatan. 
Status perkawinan dengan bukti buku nikah tetap diakui sebagai pernikahan 
sah oleh negara dengan segala konsekwensi hukumnya, termasuk anak-anak 
yang lahir dari hubungan beda agama tetap diakui oleh negara sebagai anak 
yang sah. Praktik seperti ini biasa banyak ditemukan di masyarakat. Bagai 
fenomena gunung es, kemungkinan kasus yang terjadi lebih banyak daripada 
yang terungkap.  
Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hukum hasil perumusan 
para ahli hukum Islam yang disahkan pemberlakuannya melalui Inpres No 1 
tahun 1991. Ia dinilai sebagai fiqh Indonesia yang menjadi salah satu 
pedoman dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden 
No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini 
dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di 
bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, 
perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 




tata hukum di Indonesia, karena itu kompilasi bersifat mengikat. Akan tetapi 
sifat mengikatnya berbeda antara jajaran pengadilan agama dengan 
masyarakat muslim pada umumnya. Bagi para hakim Pengadilan  Agama 
(PA)  dan masyarakat yang berperkara di PA, sifat mengikatnya tetap, yakni 
bersifat formal yurudis dengan tidak menutup kemungkinan bagi hakim  
untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan hukum. Bagi masyarakat 
muslim diluar pengadilan sifat mengikatnya tidak tetap, yakni bersifat 
normatif. Oleh karena itu efektifitas pelaksanaan KHI sangat tergantung 
kepada kemauan  dan kesadaran hukum orang Islam itu sendiri.6 
Pembahasan tentang murtad di dalam KHI  terdapat pada pasal 75 dan 
pasal 116. Penyebutan murtad pada pasal 75 untuk menjelaskan dampak 
pembatalan perkawinan karena murtad. Ia dapat menjadi sebab batalnya 
perkawinan namun tidaklah sampai membatalkan akad perkawinan. Artinya 
akadnya tetap dianggap sah sementara yang dibatalkan adalah masa 
perkawinan setelah murtad. Namun ternyata murtad sebagai salah satu sebab 
batalnya perkawinan tidak disebutkan pada pasal 70 yang khusus membahas 
tentang sebab batalnya perkawinan.  
Berkaitan dengan perbedaan agama dalam perkawinan, KHI memang 
melarang perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang tidak beragama 
Islam (Pasal 40 huruf c) dan wanita Islam dilarang melangsungkan 
perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam ( Pasal 44).7 
 
6 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di 
Indonesia, (Malang:  Bayumedia Publishing, 2005), hlm 191. 
7  Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum 




Namun tidak ditemukan pasal atau ayat yang menyebutkan implikasi 
pelanggaran atas pasal 40 huruf c dan pasal 44 tersebut, apakah ia menjadi 
perkawinan yang tidak sah atau batal.8 
Sementara pada pasal 116 disebutkan kata murtad sebagai salah satu 
alasan perceraian dengan ketentuan bahwa peralihan agama atau murtad 
tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
Hal ini menjadi indikasi KHI belum secara tegas memberikan aturan 
berkaitan dengan agama , terutama dalam hal murtad sebagai sebab batalnya 
perkawinan ataupun perceraian. 
Selain KHI, masyarakat Indonesia masih banyak berpegang pada 
pendapat para ulama yang kitab dan buku-nya banyak dikaji baik dilembaga 
pendidikan resmi maupun di pondok pesantren tradisional. Kitab-kitab 
madzhab yang banyak dikaji dan diikuti pendapatnya adalah Imam Syafi’i, 
Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. 
Dalam kasus implikasi murtadnya seorang pada perkawinan, ada 
perbedaan pendapat dikalangan para ulama madzhab tersebut9; 
Menurut Madzhab Hanafi, jika yang murtad adalah istri, maka 
perkawinan putus tanpa talak, alias fasakh dan terjadi seketika. Pada kasus ini 
suami tidak dapat merujuk istri meski istrinya sudah kembali masuk Islam.  
 
8 Pendapat berbeda dikemukakan oleh Mustofa Hasan yang menyimpulkan bahwa pasal 44 
ini melarang terjadinya pernikahan antara dua jenis manusia yang berbeda agamanya, misalnya 
wanita muslim dengan pria kafir. Apabila terjadi pernikahan antara muslimah dengan muslim, lalu 
di perjalanan rumah tangganya salah satu dari istri dan suaminya murtad, otomatis pernikahannya 
fasakh. Hal tersebut beralasan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang 
abadi, sehingga kemusliman suami istri-pun harus abadi. Lihat Mustofa Hasan, Pengantar Hukum 
Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 228-229. 
9 Ahda Bina Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum 




Bila yang murtad adalah suami, terdapat dua pendapat antara putus dengan 
fasakh dan putus dengan talak. Menurut Madzhab Maliki, Perkawinan putus 
disebabkan oleh murtad-nya pasutri, putusnya perkawinan adalah dengan 
jalan talak ba’in, bila yang murtad adalah istri mereka masih bisa rujuk bila 
istri kembali masuk Islam. Namun bila yang murtad suami maka ada 2 
pendapat antara boleh kembali dan tidak pada masa iddah.  Pada Madzhab 
Syafi’i, jika terjadi sebelum dukhul murtad seketika membatalkan 
perkawinan. Bila murtad terjadi setelah dukhul, fasakh-nya ditunggu hingga 
berakhirnya masa iddah. Akan halnya Madzhab Hambali, bila terjadi sebelum 
dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Apabila terjadi setelah 
dukhul, ada dua riwayat, antara disegerakan fasakhnya dan menunggu 
berakhirnya masa iddah 
Perbedaaan pendapat yang ada, baik diantara 4  madzhab maupun 
yang terdapat dalam Kompilas Hukum Islam, memberikan implikasi yang 
berbeda ketika akibat riddah itu dikaitkan dengan hak perwalian dalam 
perkawinan atas anak yang dihasilkan dari hubungan pasca murtadnya orang 
tua. 
Ketidaktegasan Kompilasi Hukum Islam dalam hal putus ataupun 
batalnya perkawinan orang murtad memberikan pemahaman bahwa hak 
perwalian tidak serta merta gugur sebab kemurtadannya, terlebih bila yang 
murtad adalah sang ibu saja. Pada kasus lain, seorang ayah merasa berhak  
menjadi wali dari anak yang dihasilkan setelah kemurtadannya, karena sesaat 




dalam agama Islam. Pada prakteknya, rusak atau batalnya pernikahan 
menurut KHI diputuskan oleh pengadilan, sehingga apabila terjadi salah satu 
pasutri murtad, namun tidak ada pihak yang menuntut rusak atau batalnya 
perkawinan ke Pengadian Agama, maka segala efek perkawinan termasuk 
dalam hubungannya dengan anak tetap dilindungi hukum.  
Secara umum, para Imam madzhab berpendapat bahwa kemurtadan 
seseorang merusakkan ikatan perkawinan. Perbedaan pendapat muncul 
tentang kapan waktu rusak / fasakhnya perkawinan tersebut, apakah seketika 
ataukah menunggu habisnya masa iddah. Dapat difahami bahwa kesepakatan 
tentang fasakhnya perkawinan orang murtad akan berdampak hukum pada 
hubungan intim yang terjadi setelah kemurtadan, anak yang lahir dari 
hubungan tersebut hingga wali nikah bagi anak tersebut bila saatnya menikah 
nantinya. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana status pernikahan pelaku murtad menurut KHI dan fiqh  empat 
madzhab? 
2. Bagaimana ketentuan wali nikah bagi anak yang terlahir dari pelaku 
murtad menurut KHI dan fiqh empat madzhab? 
3. Bagaimana KUA menentukan wali nikah bagi anak dari pelaku murtad? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efek hukum murtad 




hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pendapat 4 Imam Madzhab 
fiqh.  Penelitian juga dimaksudkan untuk meneliti implikasi perilaku 
murtad dalam penentuan keabsahan anak yang berimbas pada penentuan 
wali nikah bagi anak yang terlahir setelah murtadnya orang tua. Selain 
itu, penelitian juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek 
penentuan wali nikah pada pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan 
Agama, bagi anak yang terlahir dari pasangan suami istri yang murtad. 
2.  Manfaat  
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan akan semakin membuka wawasan 
tentang bagaimana sesungguhnya perkawinan seharusnya dijalani 
berkaitan dengan aturan agama dan negara, serta mengetahui efek 
yang ada bila ada perubahan agama (murtad) pada pasangan suami-
istri. Ada tarik menarik antara hukum positif dan hukum fiqh dalam 
kasus murtadnya pasangan suami istri. Tulisan ini  diharapkan akan 
semakin mendorong upaya penyempurnaan hukum Islam yang 
berlaku di Indonesia. 
b. Manfaat Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan 
pemahaman pada seluruh elemen masyarakat muslim untuk ikut 
berperan aktif dalam menjaga agama saudara muslimnya, termasuk 




lebih memudahkan dan menjamin terwujudnya umat dengan kualitas 
pengamalan agama yang terbaik. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
praktisi perkawinan terutama di Kantor Urusan Agama yang 
menangani perkawinan bagi Umat Islam. Umat Islam khususnya 
penghulu di Kantor Urusan Agama sangat berkepentingan atas 
terangnya implikasi murtad dalam penentuan wali nikah. Namun tidak 
semua penghulu berkesempatan untuk mengkaji hal ini secara 
mendalam. Penelitian yang disampaikan dengan dilandasi sumber-
sumber hukum positif maupun pendapat 4 Imam madzhab akan 
memberikan pemahaman bahwa pemeriksaan riwayat perkawinan 
orang tua calon pengantin adalah sangat urgen, karena kekeliruan 
dalam penentuan wali akan berpengaruh besar dalam keabsahan 
perkawinan. 
D. Telaah Pustaka 
Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia 
belumlah memberikan kepastian akan status perkawinan murtad. Pada 
Undang-undang perkawinan  No. 1 tahun 1974 misalnya belumlah 
menyentuh dan menyinggung tantang status perkawinan orang yang 
berpindah agama (murtad). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75 
menyebutkan secara implisit bahwa murtad merupakan sebab batalnya 
perkawinan namun tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan 




sebab terjadinya perceraian tidak menyebutkan murtad sebagai salah satunya 
kecuali perilaku murtad ini menyebabkan ketidakrukunan dalam 
rumahtangga. 
Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No:  4/MUNAS 
VII/MUI/8/2005 menegaskan bahwa 1. Perkawinan beda agama adalah haram 
dan tidak sah. 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, 
menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini muncul untuk 
menjawab berbagai keresahan masyarakat terutama berkaitan dengan makin 
maraknya perkawinan beda agama dan munculnya pemikiran yang 
membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan 
kemaslahatan. Perkawina seagama yang diikuti dengan murtadnya salah satu 
pasutri dan tidak berpisah hakekatnya adalah pernikahan beda agama yang 
terselubung, karena sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga dengan 
perbedaan akidah dan keyakinan. Maka Fatwa MUI tersebut relevan bila 
dikaitkan dengan perilaku murtad dalam perkawinan. 
Ahda Bina Afianto dalam artikelnya Status Perkawinan Ketika Suami 
Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam menyimpulkan bahwa 
Kompilasi hukum Islam belum secara tegas menjadikan murtad sebagai salah 
satu sebab batal / putusnya perkawinan, ketidaktegasan ini terlihat dalam 
pasal tentang sebab-sebab putusnya perkawinan (pasal 70 dan 71) yang tidak 
menyebutkan murtad didalamnya. Terlihat pula pada pasal 116 bahwa murtad 
terkesan lebih ringan sebagai sebab putusnya perkawinan dibanding dengan 




murtad baru dapat dijadikan alasan cerai bila menyebabkan ketidakrukunan 
dalam perkawinan.10 Ahda lebih fokus pada pembahasan apakah murtad 
dalam KHI dapat menjadi alasan pembatalan atau tidak, dilengkapi dengan 
pendapat 4 madzhab serta ikhtilaf para ulama tentang waktu batalnya 
perkawinan, murtad qobla dkhul atau ba’da dukhul dan sebagainya. Namun 
tidak banyak pembahasan berkaitan dengan efek buruk murtad pada perilaku 
keberagaman pasangan maupun keluarga (anak-anaknya). 
Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam Hukum Perkawinan Islam di 
Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif juga membahas tentang 
efek murtad pada pernikahan seorang muslim. Iapun sampai pada kesimpulan 
bahwa murtad  merusakkan perkawinan.11 Namun pembahasannya tidak 
berlanjut pada efek yang terjadi pada pernikahan anaknya. 
Dalam hal fasakh-nya nikah karena murtad, Mustofa Hasan 
menyimpulkan bahwa fiqh munakahat menjelaskan akibat hukum dalam 
perkawinan jika terjadi kemurtadan, sedangkan hukum perkawinan Indonesia 
lebih mengedepankan pencegahan terjadinya perkawinan yang dapat 
mengakibatkan fasakh. Pada pembatalan perkawinan, hal tersebut harus 
diajukan oleh suami atau istri,  atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan 
perundang-undangan   yang berlaku kepada Pengadilan Agama. Keputusan 
 
10 Ahda Bina Afianto, Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum 
Islam, Jurnal HUMANITY, Volume 9 Nomor 1 September 2013 hlm. 121-140. 
11 Wasman dan Wardah Nuroniyah, dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan 




Pengadilan tidak menetapkan terjadinya fasakh perkawinan, melainkan telah 
terjadinya perceraian sehingga berlaku masa iddah dan kemungkinan rujuk.12 
Menurut Khoirudin Nasution, dari 4 madzhab yang popular di 
Indonesia, hanya Imam Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam 
pernikahan.13 Meski sumber pengambilan istinbath hukum keempat imam 
adalah al Qur’an dan Sunnah, namun sunnah yang dicatat sebagai pendukung 
pendapat Imam Hanafi berbeda dengan 3 imam lainnya. Dalam 
pembahasannya, Khoirudin juga menyampaikan tentang persamaan dan  
perbedaan hak wali mujbir antara gadis dan janda. Akan halnya hadits yang 
mengharuskan adanya wali, hal ini  mungkin dikhususkan pada perempuan 
yang tidak mempunyai ‘ahliah al ada’ (Kecakapan bertindak) secara 
sempurna. Khoirudin tidak membahas tentang wali menurut KHI, namun 
dapat disimpulkan bahwa KHI lebih cenderung mengambil pendapat yang 
mengharuskan adanya wali  nikah bagi mempelai perempuan baik dengan 
status perawan ataupun janda. 
Pada forum konsultasi hukum Islam di internetpun telah banyak 
pertanyaan seputar status  perkawinan pasutri yang salah satunya murtad. 
Kebanyakan jawaban yang diberikan adalah pada rusaknya perkawinan yang 
ada, namun belum memberikan jawaban yang runtut hingg dalam hal 
penentuan wali nikah bagi anak. 
Beberapa referensi karya yang ditemukan belumlah memberikan 
jawaban atas hak wali nikah pada anak  yang lahir dari pernikahan pasangan 
 
12 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung : Pustaka Setia, 2011) hlm. 222-223 
13  Khoirudin Nasution, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadits, MIQOT Vol. XXXIII No. 2 Juli-




yang salah satunya (istri) telah murtad, sehingga kajian akan proses 
penentuan wali nikah ini perlu lebih diperdalam terutama dengan 
mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh. 
E. Kerangka Teoritik 
Ada 2 teori  yang digunakan dalam karya tulis ini, yaitu teori hukum 
riddah dan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh 4 madzhab. 
Riddah pada karya tulis ini lebih khusus dikaitkan dengan perkawinan atau 
hubungan suami – istri dan efek hukum pada anak dari perkawinan atau 
hubungan suami istri tersebut. 
Riddah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibahas secara khusus. 
Dalam KHI istilah riddah tidak digunakan, namun diganti dengan istilah 
murtad. Kata murtad terdapat pada pasal 75 yang membahas tentang 
keputusan pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang 
batal karena salah satu suami atau istri murtad. 
Kata murtad juga dapat ditemukan pada pasal 116 tentang alasan atau 
sebab perceraian, huruf k menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad 
yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, menjadi salah satu 
sebab terjadinya perceraian.  
Dalam pembahasan tentang riddah pada fiqh 4 madzhab, dapat kami 
sampaikan sebagai berikut: 
Murtad atau riddah adalah memutuskan Islam (keluar dari Islam), 
baik dengan perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Perilaku murtad ini 




dirinya telah keluar dari Islam atau dengan merendahkan dan menyalahkan 
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dalam Islam, misalnya menghina para 
Nabi dan Rasul, meyakini Allah mempunyai keturunan dan lain sebagainya.  
Teori kedua adalah tentang wali nikah.  Perwalian dalam perkawinan 
adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang 
dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan pada orang 
yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.14 
Kompilasi Hukum Islam membahasnya pada pasal 19 – 23. Kompilasi 
Hukum Islam memasukkan wali nikah sebagai salah satu rukun dalam 
perkawinan. Wali nikah terdiri dari: 
Wali Nasab, yang merupakan kerabat laki-laki dari mempelai 
perempuan. Penentuan wali nikah ditentukan dengan kedekatan 
kekerabatannya dengan mempelai perempuan. Apabila wali nikah yang 
paling dekat mempunyai udzur syar’i, maka perwalian beralih kepada wali 
selanjutnya. 
Wali Hakim, Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 
untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 huruf b). Wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 
menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal 
atau enggan. 
F. Metode Penelitian 
 
14 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, 




1. Paradigma Penelitian 
Penyusunan karya tulis ini lebih menekankan paradigma penelitian 
kualitatif dengan menitikberatkan pada proses pengambilan kesimpulan 
dengan metode analisis induktif, komparatif, interpretative serta analisis 
pada data data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun pustaka. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 
dengan meneliti sumber-sumber data kepustakaan berupa kitab, buku, 
artikel maupun karya tulis baik offline maupun online yang berkaitan 
dengan pokok pembahasan, juga merupakan penelitian lapangan (Field 
Research),  dengan meneliti dokumen dan arsip pencatatan nikah yang 
tersimpan pada Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan data hasil 
pemeriksaan dan pencatatan pernikahan di KUA, selain itu dilakukan juga 
wawancara dengan Kepala KUA untuk mendapatkan informasi yang lebih 
detail terkait pelaksanaan pemeriksaan, penentuan wali nikah dan 
pencatatan pernikahan. 
3. Pendekatan 
Mengingat bahwa penelitian ini bermula dari adanya gejala perilaku 
di masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan sosiologis yang dipadukan dengan pendekatan 
yuridis, normatif yang mengemukakan berbagai pendapat maupun aturan 
hukum normatif baik dari sisi agama (fikih) maupun dari regulasi yang 




4. Sumber Data 
Sumber data awal penelitian ini adalah data pernikahan dari yang 
ada di lapangan yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Selo, Boyolali 
dan Karanggede Kabupaten Boyolali. Data yang diteliti meliputi berkas 
pendaftaran dan dokumen pelengkapnya, berkas pemeriksaan pra nikah 
dan dokumen register/pencatatan nikah mulai tahun 2015 hingga 2017.  
Wawancara dilakukan pada kepala KUA/Penghulu di tiga kecamatan 
tersebut untuk mengetahui lebih jauh tentang tindakan petugas KUA 
dalam mensikapi perrmohonan pencatatan nikah dengan data yang 
berbeda-beda.  
Sumber data lainnya adalah kajian pada Kompilasi Hukum Islam, 
pendapat 4 imam madzhab (Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali) serta 
karya tulis berupa artikel, buku maupun jurnal yang berkaitan dengan tema 
thesis ini. 
5. Metode Analisis 
Data yang didapatkan dari Kantor Urusan Agama dianalisa dengan 
metode kualitatif, dengan melihat bagaimana masing-masing KUA 
menghadapi persoalan penentuan wali nikah bagi anak yang terindikasi 
salah satu atau kedua orang tuanya murtad. Selanjutnya akan  diuraikan 
bagaimana regulasi yang ada baik yang bersumber dari aturan Negara 
maupun pendapat 4 imam madzhab mengatur dan memberikan ketentuan 
terkait dengan wali nikah bagi anak yang terlahir dari orang tua non 




G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai 
berikut : 
Sebagai pendahuluan  akan disampaikan latar belakang masalah berupa 
fenomena merebaknya muslim yang keluar dari agama Islam, namun tidak 
diiringi dengan pemahaman tentang ketentuan yang mengikuti perilaku 
tersebut. Dari fenomena tersebut terkumpullah beberapa rumusan masalah 
yang akan dibahas dan dicarikan jawaban serta solusi terbaik. Solusi terbaik 
inilah yang menjadi tujuan penulisan tesis ini sehingga  manfaat penelitian 
akan dirasakan oleh masyarakat secara umum, untuk mendapatkan hasil 
penelitian yang komprehensif, kami sampaikan pula beberapa karya terdahulu 
sebagai telaah pustaka awal sebagai gambaran bahwa penelitian kami berbeda 
dari penelitian yang telah ada sehingga dapat menjadi pelengkap dari karya 
tulis yang pernah ada. Untuk mendapatkan kualitas tulisan yang baik, 
disampaikan pula  kerangka teoritik sebagai dasar pengembangan 
pembahasan. Metode penelitian yang memaparkan paradigma, jenis dan 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan memberikan alur yang 
lebih tegas yang kemudian diakhir dengan sistematika ringkas pembahasan 
yang akan diulas lebih lengkap pada bab selanjutnya. 
Bahasan pada bab selanjutnya berisi biografi imam madzhab dan 
sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Pada bagian ini disampaikan 
secara singkat riwayat hidup para imam madzhab, meliputi riwayat keilmuan, 




guru maupun murid-muridnya. Selanjutnya akan dipaparkan sejarah 
pembentukan Kompilasi Hukum Islam, meliputi motivasi pembentukannya, 
siapa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme penyusunan Kompilasi 
Hukum Islam hingga disosialisasikan sebagai salah satu pegangan para 
Hakim di pengadilan maupun sebagai pedoman bagi kaum muslimin secara 
umum.  
Bagian pembahasan akan memberikan gambaran bagaimana Kompilasi 
Hukum Islam dan Ulama empat madzhab membahas topik topik utama dalam 
karya tulis ini. Pembahasan ini akan memperjelas perbedaan ketentuan 
maupun perbedaan pendapat para ulama dalam hal murtad, anak sah dan wali 
nikah. 
Pada bagian analisis, akan dibahas bagaimana fiqh dan Negara 
membahas perilaku murtad serta implikasi yang timbul dalam perkawinan 
yang kemudian difokuskan pada  penentuan wali nikah  pada anak yang lahir 
setelah proses murtad. Pada bab ini akan dipaparkan secara lebih detail 
tentang implikasi perilaku murtad pada penentuan wali nikah pada anak hasil 
hubungan suami istri yang terjadi setelah kemurtadannya. Adanya perbedaan 
pendapat antara Kompilasi Hukum Islam dengan fiqh empat madzhab 
memungkinkan pemangku kebijakan dalam pencatatan nikah (KUA) 
memberikan kebijakan yang tidak sama. Pada bab ini akan disampaikan pula 
bagaimana Penghulu di wilayah Boyolali mensikapi perbedaan ketentuan 




bab ini akan diambil satu kesimpulan yang akan ditempatkan pada bab 
penutup. 
Sebagai penutup, selain berisi kesimpulan atas paparan yang telah 
disampaikan pada bab bab sebelumnya, juga akan dilengkapi dengan saran 
dan rekomendasi kepada beberapa pihak sehingga diharapkan akan adanya 
tindak lanjut dari pihak terkait untuk melaksanakan upaya prefentif supaya 
perilaku murtad tidak terjadi pada kaum muslimin. 
 
